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PENDAHULUAN

Sumber daya paling penting dalam suatu organisasi adalah manusia, yang
melalui karya, bakat, dan kreatifitas menunjang kelangsungan hidup organisasi.
Organisasi yang memiliki teknologi canggih sekalipun tidak akan bisa
untuk mencapai tujuan tanpa sumber daya manusia. Sebagai sumber daya penting
dalam suatu organisasi, manusia harus memiliki keahlian dalam bidangnya masing-
masing untuk menyelesaikan tugas. Keahlian ini sangat memudahkan seseorang
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. Keahlian juga
dapat menghasilkan output pekerjaan yang lebih baik. Manusia adalah sumber daya
paling penting dalam suatu organisasi, berkontribusi pada kelangsungan hidup
organisasi melalui karya, bakat, dan kreatifitas mereka. Sumber daya manusia
adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi, terlepas dari teknologi canggihnya.
Manusia harus memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing untuk
menyelesaikan tugas karena mereka adalah sumber daya penting dalam suatu
organisasi. Keahlian ini dapat membantu pemimpin menyelesaikan tugas. Mereka
juga dapat menghasilkan output pekerjaan yang lebih baik.

Dalam suatu instansi, administrasi sangat penting. Administrasi memastikan
semua kegiatan dan aktivitas kantor berjalan dengan baik. Administrasi sendiri
memiliki definisi sebagai "Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia
atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya."* Administrasi kepegawaian adalah cabang ilmu

! Inu Kencana Syafiie, Pengertian Administrasi, 1999.
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administrasi yang paling penting bagi kehidupan suatu organisasi karena sangat erat
kaitannya dengan pegawai atau karyawan. Proses administrasi kepegawaian
membahas atau mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pegawai. Pada
dasarnya, administrasi kepegawaian adalah orang yang sekaligus objek atau tujuan
kegiatan organisasi.’> Penyiapan peraturan daerah mengenai kebijaksanaan teknis
kepegawaian para aparatur sipil negara (ASN), persiapan dan pelaksanaan
pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan,
kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, dan pengelolaan sistem
informasi kepegawaian adalah tugas utama Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) tentu saja menghadapi banyak masalah. termasuk masalah yang
menghambat pengangkatan pegawai negeri sipil, masalah dengan kenaikan
pangkat, pemindahan, dan masalah lainnya. Masalah-masalah ini dikenal sebagai
beban administrasi. Berikut ini, kami membahas tugas-tugas administrasi yang
berkaitan dengan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa
Tengah.

METODE

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian
Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan guna menggambarkan situasi yang
menjadi objek penelitian. Dalam hal ini peneliti bermaksut untuk mengetahui hal-
hal yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tenggah. Untuk mendapatkan data
dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yakni Teknik metode
wawancara, dan Observasi. Penelitian ini juga mengunakan basis penelitian pustaka
dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, Hasil penelitian, dan
beberapa jurnal terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dr. F.X. Soejadi, M.PA, menyatakan bahwa administrasi kepegawaian
adalah proses yang dilakukan oleh setiap pemimpin untuk mencapai tujuan dan cita-
cita suatu organisasi atau lembaga sesuai dengan sifat, nilai, dan fungsi organisasi
serta sifat dan nilai anggota organisasi. Manajemen dan administrasi kepegawaian
adalah hal yang sama. Dr. M. Manullang mengatakan manajemen tenaga kerja
adalah seni yang melibatkan pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan tenaga kerja
untuk mencapai tujuan tertentu.?

2 Jurnal Administrasi Kepegawaian, Slamet Saksono, Yokyakarta, 1995.

3 GUSMAN, “MANAJEMEN/ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN,” n.d.,

https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/TULISAN/hxae1337044452.pdf.
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Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah
memiliki tupoksi yaitu untuk melakukan pengelolaan pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang berada dibawah lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah juga menjadi garda
terdepan untuk melakukan pelayanan untuk ASN atau PNS dilingkup Pemerintahan
Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 67 Tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa
Tengah memiliki tugas untuk membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian. Fungsi dari BKD Jawa
Tengah seperti yang tertera pada pasal (4) yaitu “a. penyusunan kebijakan teknis
penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai,
Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi dan
Informasi Kepegawaian.”

Bidang yang membawahi untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya
sebagai yang menangani urusan perekrutan dan penempatan pegawai pada Badan
Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah yaitu Sub-bidang Mutasi yang
memiliki tupoksi nya sebagai bagian yang melayani Kenaikan Pangkat, Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawali, dan layanan
pensiun untuk ASN atau PNS yang telah purna. Dalam penelitian ini bahasan
mengenai administrasi kepewaian meliputi: Perencanaan Pegawai; Recruitment
Pegawai, Penempatan Pegawai, Pemberhentian Pegawai, dan Kenaikan Pangkat
Pegawai.

1) Perencanaan Pegawai

Sebelum memulai proses rekrutmen, perencanaan dilakukan. Perencanaan
sumber daya manusia berarti merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan
kebutuhan instansi dan membantu mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Proses ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pegawai di masa depan. Untuk
melakukan perencanaan, subbidang perencanaan dan pengadaan pegawai
mengumpulkan seluruh data jumlah pegawai. Kemudian, diidentifikasi bagian
mana yang kekurangan staf dan dilaporkan kepada kantor pusat untuk diusulkan
perekrutan dan penambahan pegawai.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl (MENPAN-RB) Nomor 13 tahun 2019 pasal 1 angka (1) hingga (2)
dijabarkan mengenai definisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil
Negara (ASN). Angka (1) berbunyi “Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.” Kemudian dilanjutkan oleh angka (2) “Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.” Secara singkat
ASN atau PNS bisa didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang
memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai PNS yang bekerja dibawah dan
didalam lingkup pemerintahan.
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Menurut Mary Parker Follet dalam Eri (2019)* Manajemen adalah seni
melakukan pekerjaan melalui orang lain, yang berarti bahwa untuk mencapai tujuan
organisasi, manajer melibatkan orang lain untuk melakukan berbagai tugas yang
telah diatur. Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Individu produktif yang
bertanggung jawab untuk menggerakkan suatu organisasi, baik di institusi maupun
perusahaan, dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). Mereka adalah aset yang
perlu dilatih dan dikembangkan. Untuk mencapai tujuan perusahaan atau
organisasi, sumber daya manusia (SDM) harus dimiliki. Sumber daya manusia
adalah komponen organisasi yang paling penting dibandingkan dengan komponen
sumber daya lainnya, seperti modal dan teknologi, karena manusia mengendalikan
faktor lain. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) didefinisikan dalam
bukunya oleh Drs. Malayu S.P. Hasibuan yaitu, sebagai ilmu dan seni dalam
mengatur segala hubungan dan peranan tenaga kerja agar efisien dan efektif demi
terwujudnya tujuan Perusahaan, karyawan dan Masyarakat.

Manajemen SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimulai dengan tahap
penyusunan formasi dan penetapan kebutuhan. Pada tahap ini, melihat dan
melakukan anilisis jabatan dan beban kerja yang berisi uraian penugasan dan
pekerjaan dengan tahapan membentuk tim. Melihat kebutuhan pegawai dan melihat
formasi kosong yang sebelumnya terisi oleh PNS yang sekarang sudah pensiun atau
PNS yang dirotasi, lalu dilakukan-nya oleh BKD dengan tahapan-tahapan seperti
persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan,
uraian jabatan, spesifikasi jabatan, validasi kebutuhan, jumlah pegawai, dan
penetapan peta jabatan. Hal ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) dalam hal ini Kepala Daerah.® Penyusunan dan penetapan kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014,
di dalam pasal 56 disebutkan bahwasannya “Setiap Instansi Pemerintah wajib
menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.” Selanjutnya disebutkan pada ayat (2) “Penyusunan
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.” Selanjutnya pasal 57 menyebutkan lebih lanjut
yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan
kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.” Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan dan penetapan
kebutuhan Pegawai yaitu diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

4 Eri Susan, “MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Eri Susan 1,” Jurnal Manajemen Pendidikan

9, no. 2 (2019): 952-62.

> Ahmad Faiz, Retno Sunu Astuti, and Teuku Afrizal, “Sistem Merit Pada Sektor Pemerintahan :

Proses Pengisian Dan Penempatan Jabatan Pelaksana Di Badan Kepegawaian Daerah Jawa

Tengah,” Perspektif 9, no. 2 (2020): 406—17, https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3878.
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2.) Rekrutmen Pegawai

Setelah proses perencanaan pengadaan pegawai selesai, proses perekrutan
dimulai. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, calon karyawan atau
pelamar yang ada harus diseleksi.® Pemilihan karyawan adalah proses pengambilan
karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah, proses pemilihan pegawai terdiri dari penerimaan
pendahuluan, tes penerimaan, wawancara seleksi, evaluasi medis, dan wawancara
dengan atasan langsung. Selanjutnya, proses perekrutan pegawai dimulai dengan
tahap pembuatan formasi. Selanjutnya, formasi tersebut diajukan kepada
pemerintahan pusat dan menunggu penetapan jumlah yang diperlukan untuk
perekrutan pegawai. Setelah penetapan jumlah yang diperlukan, pengumuman
tentang jumlah yang diperlukan untuk perekrutan pegawai dibuat, dan ini
dimasukkan ke dalam tahap perencanaan pegawai.

Perekrutan pegawai di lingkup pemerintahan dibagi menjadi 2 jenis yaitu
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 3
sumber, yaitu melalui seleksi CPNS, seleksi Pegawai Pemerintahan dengan
Perjanjian Kerja (P3K), dan Outsourcing atau Honorer. CPNS adalah status yang
diberikan untuk peserta yang mengikuti seleksi CPNS dan lolos uji kompetensi,
kualifikasi secara objektif. Dilansir dari laman jatengprov.go.id, Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah membuka rekrutmen CASN
pada tahun 2021, adapun Formasi kebutuhan pegawai untuk pemerintahan
kabupaten/kota dan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 80.396. Formasi
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 10.233 (umum 6.501;
disabilitas 3.386; cumlaude 136; dan khusus disabilitas 210). Adapun formasi untuk
Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu sebanyak 70.163
formasi, terdiri dari PPPK guru sebanyak 70.163 formasi dan PPPK jabatan
fungsional sebanyak 3.297 formasi, nantinya peserta yang memenuhi Passing
grade akan menjadi PNS dan PPPK yang bekerja dilingkup Pemerintahan
Kabupaten/Kota yang dibawahi dan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
pasal 6 disebutkan “Pegawai ASN terdiri atas: PNS; dan PPPK.” Perbedaan yang
mendasar pada PNS dan PPPK adalah Hak yang didapatkan oleh para kandidat PNS
dan PPPK, hal ini tertuang pada pasal 21 “PNS berhak memperoleh: gaji, tunjangan,
dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan;
pengembangan kompetensi.” Selanjutnya pada pasal 22 “PPPK berhak
memperoleh: gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; pengembangan kompetensi.”
Dalam hal ini yang membedakan PNS dan PPPK ialah hak yang didapatkan, seperti
PNS akan mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua sedangkan PPPK tidak
mendapatkan hak itu. Untuk kewajiban dan tugas yang akan dilaksanakan PNS dan
PPPK adalah sama.

6 Buku Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia, Halaman 102, T. Hani Handoko Tahun
1992.
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Sesuai Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun
2023, nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2023, termasuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai
166, Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan nilai 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK) dengan nilai 65. Tes seleksi CASN menggunakan SKD dan SKB sistem
Computer Assisted Test (CAT). Setelah lulus kompetensi dasar, peserta dapat
mengikuti kompetensi bidang. Kombinasi kompetensi dasar dan kompetensi bidang
menentukan kelulusan CPNS. Setelah lulus, CPNS ditempatkan di instansi formasi
yang dilamar.

Pengolahan hasil seleksi CASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 27
tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, disebutkan dalam pasal 48 ayat
(2) “Pengelohan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan oleh Ketua
Panselnas.” Dilanjut oleh ayat (3) “Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. SKD sebesar
40% (empat puluh persen); dan SKB sebesar 60% (enam puluh persen).” Jika hasil
akhir dari pengolahan nilai terjadi kesamaan hasil nilai maka penentuan kelulusan
ditentukan dengan nilai kumulatif SKD yang tertinggi, jika hasil masih saja sama
maka ditentukan dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP); Tes Intelegensia Umum
(TIU) hingga Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan nilai yang tertinggi. Jika
masih saja terdapat kesamaan nilai, maka penentuan kelulusan didasarkan pada
nilai indeks prestasi kumulatif bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan
lulusan sekolah menengah atas/sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi.
Jika masih terdapat kesamaan nilai maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia
pelamar yang tertinggi. Hasil dari pengolahan nilai SKD dan SKB disampaikan
kepada ketua panitia seleksi instansi masing-masing dan tim pengarah beserta tim
pengawas secara daring. Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan secara terbuka
dan disampaikan oleh ketua Panselnas. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi
dilakukan-nya masa percobaan selama 1 (satu) tahunSetelah masa percobaan dan
lulus, CPNS dapat diangkat menjadi PNS dan ditempatkan dalam jabatan dan
pangkat tertentu. Hal ini juga berlaku untuk instansi BKD Provinsi Jawa Tengah.
Untuk formasi CPNS, jabatan fungsional harus diangkat setelah menjadi PNS dan
harus mengikuti diklat jabatan fungsional. Formasi yang ada di peta jabatan dapat
disesuaikan dengan inpassing.

Pada titik ini, beberapa faktor penghambat atau beban administrasi yang
ditanggung telah ditemukan. Salah satunya adalah sumber daya yang tidak
memadai. BKD menghadapi masalah dalam proses perekrutan pegawai karena
kekurangan kandidat dan sumber daya yang berkualitas. Selain itu, koordinasi antar
departemen menyebabkan masalah dalam proses perekrutan pegawai.

3.) Penempatan Pegawai

Agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik, proses penempatan
sangat penting. Dalam proses penempatan, sebuah organisasi harus menyesuaikan
latar belakang pendidikan calon pegawai dengan keahlian dan ketrampilan yang
dibutuhkan untuk posisi yang dibutuhkan. Dalam proses penempatan ini, faktor-
faktor seperti pendidikan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman kerja harus
dipertimbangkan. Karena kesesuaian antara pendidikan dengan jabatan akan sangat
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berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan tujuan dari instansi tersebut dapat
dengan mudah dicapai

Meskipun narasumber tidak menyebutkan masalah yang dihadapi secara
eksplisit, penting untuk diingat bahwa penempatan adalah proses yang kompleks
dan multifaset yang melibatkan banyak tahapan, seperti perencanaan,
implementasi, dan analisis. Oleh karena itu, setiap tahap penetapan pegawai
mungkin menghadapi masalah, seperti kurangnya kandidat untuk ditempatkan,
masalah pembiayaan pegawai, dan lain sebagainya.

4.) Pemberhentian Pegawai

Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara seseorang dengan
perusahaan. Perusahaan atau organisasi yang bersangkutan dengan karyawannya
dapat melakukan pemberhentian atas dasar keputusan yang telah disepakati
sebelumnya oleh perusahaan dan karyawan, serta undang-undang yang berlaku.
Baik oleh instansi maupun oleh karyawan sendiri. Pegawai negeri sipil dapat
diberhentikan karena pelanggaran, batas usia maksimal, atau pensiun. Pegawai
Negeri Sipil juga dapat mengajukan pensiun dini. Usia maksimal untuk pensiun
dini adalah lima puluh tahun dengan masa kerja dua puluh tahun.

Pada tahapan ini tentu saja memiliki beberapa hambatan dan kendala
administrasi pelayanan khususnya pada pegawai yang diberhentikan karna adanya
unsur pelangaran diantaranya: Terdapat perlawanan dari pihak terkait, Resistensi
atau perlawanan dari pihak terkait atau pegawai yang bersangkutan menjadi salah
satu faktor penghambat, kemudian ketidak jelasan aturan dan kebijakan, ambigu
terkait peraturan dan kebijakan serta prosedur hukum dan administrative yang
kompleks berpengaruh terhadap pemberhentian pegawai BKD, Interfrensi politik,
adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan isu etika.
Pertimbangan etika terkait dengan pemberhentian pegawai dapat menjadi beban
pelaksanaan, terutama ketika terjadi kontra terkait etika atau moralitas terhadap
keputusan pemberhentian.

5) Kenaikan Pangkat

Setelah memenuhi persyaratan tertentu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi
kenaikan pangkat sebagai penghargaan atas prestasi kerja mereka dan pengabdian
mereka kepada negara. Peningkatan pangkat juga dimaksudkan untuk mendorong
PNS untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Salah satu komponen
penting dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kenaikan
pangkat. Ini diharapkan akan meningkatkan semangat kerja bagi PNS yang
bersangkutan karena kenaikan pangkat yang tepat waktu dan tepat sasaran akan
berdampak pada kenaikan gaji pokok, yang secara tidak langsung akan berdampak
pada kesejahteraan PNS yang bersangkutan.’

7 Anang Dwinanta and Rosalina Ginting, “Analisis Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang),” Jurnal IImiah CIVIS 11, no. 1 (2012): 173-98.
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Kenaikan pangkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kenaikan pangkat
PNS dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem regular dan sistem kenaikan pangkat
pilihan. Dilansir dari situs bkd.jatengprov.go.id sistem kenaikan pangkat di lingkup
pemerintahan provinsi Jawa Tengah terdapat 4 sistem kenaikan pangkat, yaitu
sistem kenaikan pangkat regular; sistem kenaikan pangkat pilihan; kenaikan
pangkat anumerta; kenaikan pangkat pengabdian. Masa periode kenaikan pangkat
Pegawai Negeri yaitu pada tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober setiap
tahun. Untuk kenaikan pangkat reguler pegawai negeri diberi syarat dan ketentuan
yaitu “Sedang tidak menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu;
melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan structural
atau jabatan fungsional tertentu; dipekerjakan atau diperbentukan secara penuh di
luas instansi induk dan tidak menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional
tertentu.” Dan pegawai negeri “sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat
terakhirnya selama 4 (empat) tahun dan setiap unsur penilaian prestasi kerja
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.”

Pegawai negeri yang berada di lingkup pemerintahan provinsi Jawa Tengah
dapat mengajukan pengusulan kenaikan pangkat secara paperless pada situs
https://efile.bkd.jatengprov.go.id/ dan https://simpeqg.bkd.jatengprov.go.id
Penggunaan aplikasi e-file dan simpeg.bkd yaitu untuk pengajuan kenaikan pangkat
dan pengumpulan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk kenaikan pangkat,
seperti SK pangkat terakhir; SK karpeg; SKP; P.SKP; PPK (2 tahun terakhir); dan
ijazah terakhir dilengkapi dengan transkrip nilai. Hal ini hanya berlaku untuk
pegawai dengan golongan IV/B ke bawah. Sedangkan untuk pegawai dengan
golongan 1V/C ke atas secara manual untuk mengirimkan berkas kepada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan pangkat pegawai dengan
sistem pilihan jabatan struktural dapat dipertimbangkan bagi pegawai yang
menduduki jabatan structural dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat
terendah yang ditentukan untuk jabatan ini pangkatnya dapat dinaikan setingkat
lebih tinggi dengan syarat sekurang-kurang nya telah berada selama 2 (dua) tahun
dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja minimal dengan predikat baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir. Berkas yang menjadi syarat untuk kenaikan pangkat
Pegawai di lingkup pemerintahan provinsi Jawa Tengah sama dengan kenaikan
pangkat regular namun ditambah dengan SK jabatan terakhir; Surat pernyataan
pelantikan. Untuk pegawai structural degan golongan 111/D yang akan naik pangkat
menjadi golongan IV/A memiliki tambahan syarat untuk pengajuan kenaikan
pangkat, yaitu dengan melampirkan berkas STLUD/ljazah S2 (magister)/STL
Diklat PIM 111.

Sistem kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 13 “Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih
tinggi, apabila: a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan c. setiap unsur penilaian
prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.”
Kenaikan pangkat pada Pegawai Negeri Sipil juga bisa diperoleh dengan
penyetaraan Pendidikan atau penyesuaian ijazah.
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KESIMPULAN

Hasil penelitian kami tentang subjek *Pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian' dan "Beban Administrasi" di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kepegawaian
yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah
meliputi:

1. Perencanaan pegawai negeri sipil terdiri dari langkah-langkah untuk
mengevaluasi setiap aspek, dan kemudian disarankan untuk menambabh staf
baru untuk mengisi posisi yang kosong atau kekurangan staf..

2. Perekrutan pegawai negeri sipil ini diawali dengan menyusun formasi untuk
kemudian diajukan ke pusat setelah disetujui baru bisa melakukan
perekrutan dengan kuota yang telah ditentukan pusat.

3. Tingkat pendidikan dan kesesuaian dengan keahlian adalah beberapa faktor
yang dipertimbangkan dalam penempatan pegawai negeri sipil.

4. Pembinaan pegawai negeri sipil dilakukan apabila seorang pegawai
melakukan pelanggaran. Pembinaan ringan, pembinaan sedang, dan
pembinaan berat adalah tiga kategori pembinaan yang memiliki hukuman
yang berbeda-beda.

5. Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan jika mereka telah mencapai batas
usia pensiun atau karena pelanggaran. Mereka juga dapat diberhentikan atas
kemauan mereka sendiri dan mengajukan pensiun dini.

6. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diadakan dengan tujuan agar
Pegawai lebih termotivasi untuk bekerja karena kenaikan pangkat. Ada dua
sistem kenaikan pangkat: sistem reguler dan sistem pilihan. Sistem kenaikan
pangkat PNS terdiri dari empat sistem: sistem kenaikan pangkat regular,
sistem kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan
pangkat pengabdian.

Faktor-faktor pengambat yang mengganggu administrasi kepegawaian yang
kompleks sering terjadi. Ini termasuk sarana dan prasarana yang buruk, pegawai
yang menyelesaikan tugas terlalu lama, kebijakan atasan yang tiba-tiba, dan
kurangnya komunikasi antar pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kepegawaian telah
dilakukan sesuai prosedur tetapi belum berjalan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan
bahwa pentingnya pelaksanaan administrasi oleh suatu instansi. Dengan melakukan
administrasi dengan benar adalah penting bagi suatu organisasi untuk mencapai
tujuan dan harapan suatu instansi dengan baik.
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